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Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan
lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa K euangan.

Badan Narkotika Nasional sebagai |embaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan K euangan
pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf
Penjelasan dari Badan Pemeriksa K euangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya.
Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi
karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi
laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu
penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa K euangan tersebut adalah lemahnya
Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan.

Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di
Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua
variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas K euangan
Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan
wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis
menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal .
Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang
Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal
yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai,
kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang
Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya
terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

...... Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving,
reporting, and disclose al activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal)
who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the
public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the
results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial
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Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation
from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due
to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of
information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial
reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining
statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of
Eradication.

The aim of research isto understand how the internal control system in the Environment of Deputy of
Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the
Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The
research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The
object of thisresearch isthe Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal
Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is
sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such
as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses
of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of
internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control.



